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ABSTRAK 
 

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

Terhadap Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Fidusia Untuk Eksekusi 

Objek Jaminan Akibat Debitor Wanprestasi 

 

Salah satu bisnis yang bersinggungan langsung dengan kehidupan ekonomi 

masyarakat adalah perusahaan leasing. Leasing adalah perjanjian yang berkenaan 

dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor 

(pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam 

jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa 

pandemi juga berpengaruh ke bisnis usaha perusahaan leasing. Hal ini 

menyebabkan banyak konsumen yang gagal bayar. Selain itu adanya putusan MK 

No. 18/PUU-XVII/2019 juga mempersulit kinerja dari perusahaan leasing untuk 

mengembalikan laba yang hilang akibat banyak konsumen yang gagal bayar. 

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini mengatur agar parate eksekusi akibat 

debitor wanprestasi harus dilakukan eksekusi melalui putusan pengadilan apabila 

debitor menolak untuk dilakukannya ekseskusi. 

Karakteristik lembaga jaminan fidusia sebagai sarana pengikat benda 

agunan telah dibahas secara spesifik dan detail pada UUJF No 42 Tahun 1999 

namun seiring dengan perkembangan jaman perlu ada spesifikasi yang lebih detail 

dalam penerapannya agar mampu menaungi permasalahan hukum yang terus 

menyesuaikan perkembangan jaman, seperti pembagian lebih spesifik lagi terkait 

macam benda terutama benda bergerak yang menjadi objek utama dalam jaminan 

fidusia yang di terapkan pada model bisnis leasing. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkesan 

mengkebiri kewenangan kreditor yang telah mencoreng asas keadilan. Dampak 

yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

sangat mempengaruhi kewenangan kreditor pemegang hak jaminan fidusia untuk 

melaksanakan eksekusi demi mendapatkan percepatan pelunasan piutang akibat 

debitor wanprestasi. Hal ini terjadi karena eksekusi harus melalui putusan 

pengadilan apabila debitor tidak berkenan dilakukan eksekusi walaupun telah 

terpenuhinya unsur wanprestasi. Selain itu juga eksekusi dengan nilai objek 

jaminan rendah akan sulit dilakukan karena terkait pembiayaan yang dikeluarkan 

tidak sebanding dengan nilai jual objek untuk menutupi sisa hutang. 

 
Kata Kunci: Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 
 

The Impact of Constitutional Courts Decision Number 18/PUU-XVII/2019 

Against the Authority of Creditors of Fiduciary Rights Holders for the 

Execution of Collateral Objects Due to Default Debtors 

 

One of the businesses that directly intersects with the economic life of the 

community is a leasing company. Leasing is an agreement relating to financing 

activities in the form of providing goods by the lessor to be used or utilized by the 

lessee within a certain period of time based on periodic payments. 

The economic slowdown in Indonesia during the pandemic also affected 

the business of leasing companies. This causes many consumers failed to pay. In 

addition, there is Constitutional Courts Decision No. 18/PUU-XVII/2019 also 

makes it difficult for leasing companies to recover lost profits due to many 

consumers failing to pay. Constitutional Courts Decision No. 18/PUU-XVII/2019 

stipulates that the execution due to a default debtor must be executed through a 

court decision if the debtor refuses to carry out the execution. 

The characteristics of a fiduciary guarantee institution as a means of 

binding collateral objects have been discussed specifically and in detail in UUJF 

No. 42 of 1999, but along with the development of the times there needs to be 

more detailed specifications in its application so that it is able to cover legal 

issues that continue to adjust to changing times, such as more specific divisions 

related to types of objects, especially movable objects which are the main objects 

in fiduciary guarantees that are applied to the leasing business model. 

The Constitutional Court Decision No 18/PUU-XVII/2019 seems to limit 

creditor’s authority which has tarnished the principle of justice. The impact 

arising from the Constitutional Courts Decision No 18/PUU-XVII/2019 greatly 

affects the authority of creditors holding fiduciary guarantee rights to carry out 

executions in order to obtain accelerated settlement of receivables due to default 

debtors. This happens because the execution must go through a court decision if 

the debtor does not wish to be executed even though the element of default has 

been fulfilled. In addition, execution with a low collateral object value will be 

difficult because the financing issued is not proportional to the selling value of the 

object to cover the remaining debt. 

 

Keyword: Constitutional Courts Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Default, 

Fiduciary 


